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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk jual beli baik 

dalam Civil Law maupun dalam Common Law. Lelang merupakan sebuah 

proses jual beli barang atau jasa yang dijual pada penawar dengan mengambil 

harga tertinggi sebagai pemenangnya.1 Bagi masyarakat, lelang berguna untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memenuhi penjualan suatu objek 

melalui lelang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan-

undangan. Bagi negara, lelang memberikan manfaat meningkatkan penerimaan 

negara dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). 

Lelang sebagai sebuah kelembagaan sudah mulai dikenal sejak zaman 

pemerintahan Hindia Belanda yaitu pada tahun 1908, ketika Vendu Reglement 

diundangkan di Staatsblad 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie diundangkan 

dalam Staatsblad 1908 Nomor 190. Pelelangan menjadi populer di kalangan 

masyarakat Indonesia karena penegakan Vendu Reglement tersebut. Pengertian 

lelang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

 
1 Sonia Ivana, 2012, ‘Kajian Hukum Pelaksanaan Lelang Terhadap Hak Tanggungan 

Dalam Kredit Macet: Studi Pada Pt. Bank Sumut Medan’, Program Sarjana Universitas Sumatera 

Utara, Medan, hlm. 1. 
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”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

Pengumuman Lelang.” 

Lelang erat hubungannya dengan kegiatan perkreditan, terutama pada 

kegiatan perkreditan yang dijalankan oleh pihak bank. Dalam upaya untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, pendanaan dari bank sangat dibutuhkan. 

Perkreditan adalah salah satu kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga kegiatan ini berpengaruh 

besar dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam pemberian 

fasilitas pinjaman oleh lembaga keuangan, sering terjadi masalah seperti kredit 

macet. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan 

proses pengajuan lelang sesuai dengan jaminan yang terkait dengan hak 

tanggungannya. 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan 

pengertian hak tanggungan, yaitu: 

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 

lainnya.” 
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Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu. Jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur sebagai pemegang hak 

tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan 

jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.  

Lelang mempunyai keuntungan seperti pembeli lelang sering 

mendapatkan harga yang lebih rendah daripada harga pasar umum. Tetapi 

kenyataannya, pelelangan yang sedang berlangsung akhir-akhir ini di Indonesia 

masih merupakan kegiatan yang jarang dilakukan secara sukarela oleh 

masyarakat. Orang-orang memiliki pandangan negatif tentang lelang karena 

mereka bergagasan bahwa pelelangan selalu dikaitkan dengan pelaksanaan 

keadilan, meskipun hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar 

waktu pelelangan dilakukan setelah pelaksanaan putusan pengadilan. 

Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

menyatakan bahwa: 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta Kesanggupan Nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.  
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Pada prinsipnya, bank akan memutuskan memberikan kredit apabila bank 

telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut 

didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang iktikad baik nasabah dan 

kemampuan serta kesanggupan (creditworthinnes) untuk membayar utangnya 

pada bank. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan berfungsi untuk 

menjamin kepastian pelunasan utang debitur apabila debitur cedera janji atau 

dinyatakan pailit. Jaminan adalah jalan akhir untuk pelunasan kredit yang 

diberikan oleh kreditur (bank) kepada debitur (nasabah) bila debitur tidak 

mampu melunasi utangnya. Hasil eksekusi lelang tersebut diharapkan menjadi 

pelunasan daripada utang yang ada. 

Pendapatan bunga sebagai hasil dari penyaluran kredit memberikan 

kontribusi besar pada pendapatan bank. Dengan demikian, penyaluran kredit 

merupakan kegiatan utama dunia perbankan. Berbanding sebaliknya, 

penyaluran kredit juga merupakan risiko bisnis terbesar di dunia perbankan. Di 

Indonesia dikenal dua (2) golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit 

bermasalah. Kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga (3) bagian lagi, yaitu 

kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah 

yang sangat dikhawatirkan oleh bank, karena akan mengganggu kondisi 

keuangan bank, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha bank. 

Pembagian kualitas kredit sudah diatur oleh Bank Indonesia dalam Pasal 

12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan 
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Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum, yaitu: 

a. Kredit lancar, yaitu kredit yang pembayarannya lancar/tepat waktu, artinya 

segala kewajiban (bunga dan angsuran utang pokok) diselesaikan oleh 

nasabah secara baik; 

b. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakan pembayaran 

pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari; 

c. Kredit kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau 

bunga dari 91 sampai 120 hari; 

d. Kredit yang diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok 

dan/atau bunga dari 121 sampai 180 hari; 

e. Kredit macet, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga 

yang telah melampaui 180 hari.2 

Dari peringkat 1-5 di atas, bank akan menolak pengajuan kredit calon 

debitur yang BI Checking-nya berada di peringkat 3, 4, dan 5. Bank tidak mau 

ambil resiko jika nantinya kredit yang diberikan bermasalah atau Non-

Performing Loan (NPL). Sementara itu, BI Checking calon debitur yang disukai 

bank adalah mereka yang berada di peringkat 1 dan 2. Tetapi bank juga masih 

mengawasi debitur karena dikhawatirkan sewaktu-waktu kredit dalam 

perhatian khusus ini bisa berdampak pada NPL. 

 
2 Anton Suyatno, 2016, Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi 

Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Kencana, Jakarta, hlm. 40-41. 
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Kredit macet merupakan salah satu fenomena lumrah yang terjadi dalam 

dunia perkreditan di perbankan. Tidak semua perkreditan berjalan baik tanpa 

ada hambatan. Kredit macet adalah salah satu bentuk kredit bermasalah yang 

dialami oleh debitur atas utang atau pinjamannya. Kredit macet tidak hanya 

merugikan bank, tetapi juga merugikan para pemilik saham, dan para pemilik 

dana yang sebagian besar berasal dari masyarakat, sehingga hal tersebut 

memungkinkan dapat mengganggu perekonomian negara.  

Suatu pelaksanaan lelang, terkhusus pada lelang eksekusi merupakan 

sebuah tindak lanjut daripada permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh 

debitur. Dalam lelang eksekusi, barang yang dilelang kebanyakan secara paksa 

tanpa kesukarelaan dari pemilik barang, karena lelang merupakan sanksi atas 

tidak dilakukannya pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur. Para pihak 

yang merasa tidak menyetujui tentang pelelangan biasanya dapat mengajukan 

gugatan di pengadilan, guna memperjuangkan haknya terkait dengan objek 

lelang, maka dari itu banyak terdapat perkara perdata yang berkaitan dengan 

lelang. 

Perjanjian kredit harus memberikan perlindungan hukum bagi kreditur 

apabila debitur wanprestasi, apalagi jika terjadi kredit macet. Syarat objek yang 

menjadi jaminan kredit adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan 

dapat dialihkan. Persyaratan tersebut berguna untuk melindungi kepentingan 

kreditur saat debitur cidera janji, sehingga jaminan tersebut menjadi pelunasan 

atas kredit debitur kepada kreditur. Pemanfaatan lembaga eksekusi Hak 
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Tanggungan merupakan cara mempercepat pelunasan piutang agar dana yang 

telah dikeluarkan oleh kreditur cepat kembali. 

Perlindungan hukum terhadap debitur juga sama pentingnya seperti 

perlindungan hukum terhadap kreditur. Debitur dapat menghambat jalannya 

eksekusi apabila debitur menolak bahwa ia telah melakukan kelalaian dengan 

menggunakan berbagai alasan. Selain perlindungan hukum bagi kreditur dan 

debitur, perlindungan hukum terhadap pemenang lelang juga perlu diperhatikan. 

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan diatur 

dalam Vendu Reglement yang menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, 

HIR, dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang. Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Vendu Reglement 

terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Perlindungan hukum 

secara represif diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan objek lelang, dimana 

pelaksanaan pengosongan objek lelang dapat melalui bantuan Pengadilan 

Negeri. 

Pada prakteknya, prosedur pelelangan yang dilakukan oleh PT. Bank 

Nagari Cabang Utama adalah bekerjasama dengan KPKNL (Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang). Alasan PT. Bank Nagari melakukan pelelangan 

melalui KPKNL adalah karena dianggap lebih aman dan dapat melaksanakan 

segala jenis lelang seperti yang disebutkan di dalam Pasal 8 angka (2) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yang isinya: “Pejabat Lelang 
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Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas 

permohonan Penjual/Pemilik Barang.” 

Untuk mengurangi kerugian atas kasus kredit macet tersebut, maka bank 

harus segera menangani masalah kredit macet sesuai dengan prosedur dan tata 

cara penyelesaian kredit macet dengan cara mengadakan lelang atas hak 

tanggungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan 

masalah ini sebagai penelitian skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Lelang 

Atas Hak Tanggungan Kasus Kredit Macet pada PT. Bank Nagari Cabang 

Utama”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan lelang atas hak tanggungan pada PT. Bank 

Nagari Cabang Utama? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet? 

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemenang lelang pada PT. Bank 

Nagari Cabang Utama? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah: 
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1. Untuk menganalisis pelaksanaan lelang atas hak tanggungan pada PT. Bank 

Nagari Cabang Utama. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit 

macet. 

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemenang lelang pada. PT. 

Bank Nagari Cabang Utama. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio-

legal research). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-

studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya 

hukum di dalam masyarakat.3  Penelitian hukum sosiologis/empiris disebut 

pula dengan penelitian lapangan. Perolehan data dari penelitian lapangan 

dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara maupun 

penyebaran kuisioner.4 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.5 

 
3 Bambang Sunggono, 2018, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 

42. 

4 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 

23. 
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 30. 
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Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan beberapa pihak PT. Bank Nagari Cabang Utama 

yang berkedudukan di bidang perkreditan, diantaranya: 

1) Ibu Ria Fitria selaku Pemimpin Bagian Legalisasi dan Administrasi 

Kredit Cabang Utama Padang; 

2) Bapak Rio Adi Nugraha selaku Analis Kredit Cabang Utama 

Padang; 

3) Bapak Rully Fedrian selaku Pemimpin Seksi Penyelamatan Kredit 

Cabang Utama Padang; dan 

4) Bapak Adrianto selaku Staff Seksi Penyelamatan Kredit Cabang 

Utama Padang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, seperti 

data jumlah nasabah yang mengalami kredit macet di PT. Bank Nagari 

Cabang Utama, dan informasi mengenai tata cara pelaksanaan lelang 

sebab kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Utama. 

Data sekunder terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 
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Bahan hukum primer adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai ketentuan hukum mengikat. 

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya 

dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memenuhi bahan-bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, 

jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian yang dapat 

dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan 

hukum primer.6 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh, maka penulis 

 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 1 
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melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan 

secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses 

wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari 

pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. 

 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-

buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung 

permasalahan yang akan dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformsikan kepada orang lain. 7  Data primer dan sekunder disusun 

secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian 

diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa 

dan memberikan pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai 

 
7 Elisabeth Nurhaini B., 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 

143. 
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permasalahan yang dibahas di penelitian ini. 

 


